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I. UMUM  

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna 
menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 
Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai salah satu sumber penerimaan 
negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat.  
Pengaturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 
Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 
tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 
Badan Pengawas Tenaga Nuklir.  Namun dengan berlakunya Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber 
Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 
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